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~ MENSELARASKAN UNDANG-UNDANG BANK SENTRAL

_ DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

- Pentingnya kedudukan bank sentral dalam negara Republik
- Indonesia, dapat dilihat dari adanya pengakuan terhadap bank sentral dalam

o semua konstitusi yang pemah berlaku, meskipun dengan sebutan berbeda.?

Pengakuan atas keberadaan bank sentral ini tentu dengan alasaﬁ_ ba_hwa
peranan bank sentral mempunyai peranan yang besar dalam menjalankan
fungsinya sebagai penjaga stabilitas keuangan negara,’ menjadi bankers
dari bank-bank, mengatur foreign exchange, dan mengatur kredit 4
Keberadaan dan pengakuan terhadap bank sentral dan
independensinya dalam konstitusi dilakukan oleh banyak negara; baik
negara lama maupun negara baru terbentuk atau negara baru bergolak.’
Tidak demikian halnya dengan De Javasche Bank pada masa pemerintahan
Hindia Belanda, karena keberadaannya adalah sebagai bank swasta yang
didirikan berdasarkan Order in Council no. 28 of 1827 (IS 83,No. 111)7.8
Keberadaan bank sentral atau bank sirkulasi di [ndonesia yang menjalankan
fungsi bank sentral belum terlalu lama, sebab De Javasche Bank sebagai
bank sirkuiast masih bertindak sebagai bank dagang biasa dan tidak berperan
sebagai bank sentral, karena tidak ada bank yang lain, karena ciri utama
dari bank sentral itu adalah bertindak sebagai bankers dari bank.” Selain
itu De Javasche Bank tidak pernah mendapat kekuasaan untuk mengatur

' ;&c{iﬂvokat_ di Jakarta dan Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar
ndonesia,
Penjelasan Pasal 23 ayat (1 ),@,(3) dan {(4) alinea 7 menyebut Bank Indonesia, Pasal
164 (4) dan Pasal 165 ayat (1) dan(2) Konstitusi RIS menyebut bank sirkulasi, Pasal
(110{1)dan (2) UUDS 1950 men?ratakan, bank sirkulasi, UUD 1945 setelah amnandemen
keempat menyebut bank sentral.
* }13151 ayers : 1958, Central Banking After Bagehot, Oxford, At The Clarendon Press,
a

* William Blair Q.C,: 1998, “The Legal Status of Central Bank Investments under
English Law,”" CLJ, 57(2), hal. 375. :

* Hendra Nurtjahjo, Mustafa F akhri, Fitra Arsil: 2002, Eksistensi Bank Sentral Dalam
Konstitusi Berbagai Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, hal 39.

¢ JT.M. van Laanen: 1980, Money and Banking 1816 — 1940, Martinus Nijhoff
Publisher BV, The Hague, hal. 33.

7 Oey Beng To : 1991, Sejarah Kebijakan Moneter indonesia, Jilid 1 (1945.1958)
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, jakarta, hal, 268.
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'dan mengawa31 krecht bahkan E}e Javasche Bank merasa tldak.i-__'; '

: _..penggan Javasche Bank Wet 1922 Sa : 1tu pula Iahlr Bank Ind i
 sebagai bank sentral yang ¢ diakui keberadaannya hingga sekarang; meskipun -
undang-undang tentang bank sentral telah: beberapa kali-mengalami-
perubahan yaitu UU No: 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia’
diubah dengan UU No.. 13 Tahun 1968 dan diubah' 1ag1 dengan Uy No 23
Tahun 1999 dan dlamandemen dengan UU No. 3 Tahun2004; = =
Keberadaan bank sentral dan mdependensmya bukan hanya diakui
oleh Undang-Undang tentang Bank Indonesia, tetapi juga ‘diakui
-~ keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukan
perubahan keempat. Ini berarti bahwa hanya bank sentral dan ketenMannya
yang diakui dan dianggap secara langsung sebagal penjabaran dari Undang-
Undang Dasar. Dengan demikian maka adalah sepatutnya kalau semua -
ketentuan perundang-undangan tentang perbankan harus bermduk dan j
dzsesualkan denoan Undang—undang tentang Bank Indonesm L A

Penyesualan UU.dan Peraturan Perbankan

Tldak banyak undang»undang atau peraturan pemerintah yang lahir .
sejak adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo UU No. 3 Tahun
~ 2004 tentang Bank Indonesia yang berhubungan dengan perbankan dan
belum juga ada penyesuaian peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan perbankan yang disesuaikan sejak adanya undang-
undang Bank Indonesia.

Salah satu undang-undang yang sangat penting adalah undang-undang
perbankan yaitu UU No. 7 Tahun 1992 jo UU'No.10 Tahun 1998, yang
belum dilakukan penyesuaian dengan Undang- -Undang tentang Bank
Indonesia. Keberadaan undang-undang perbankan ini masih dengan
mengingat UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Belum ada

& Ibid, hal 269.
? Laporan Presiden De Javasche Bank 1949-1950, GKolff & Co, Jakarta, hal. 10.
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Dalam " kegiatan praktik perbankan mungkin tidak ada alah
- meskipun Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10
‘" Tahun 1998 belum disesuaikan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999
- jo Undang-Undang ‘No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Apalagi
- mengingat dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun

1999 jo. Undang-Undang No.3- Tahun 2004~ Pasal 78 Ayal 2 yang
- menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berdasarkan
 Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentangBank Sentral dan peraturan

- perundangan lainnya yang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Bank Indonesia sepanjang belum diperbaharui dan tidak
bertentangan dengan undang-undang Bank Indonesia dinyatakan tetap
berlaku.'® Artinya peraturan perundang-undang tersebut masih mempunyai
kekuatan berlaku dan mengikat. Meskipun undang-undang dan peraturan
perbankan tersebut masih mempunyal. kekuatan berlaku dan mengikat,
tetapi peraturan perundang-undangan tersebut telah kehilangan pijakan; telah
kehilangan dasar berlakunya. Oleh karena itu undang-undang seperti ini
patut untuk segera dilakukan amandemen paling tidak dalam menyesuaikan
dasar pijakannya. : : _ S

- Penyesuaian UU Perbankan terhadap UU Bank Indonesia perlu segera
dilakukan terutama berhubungan dengan lembaga pengawasan terhadap
bank, mengingat pembentukan lembaga pengawasan tersebut paling lambat
tanggal 31 Desember tahun 2010 harus sudah terbentuk. Mengingat lembaga
tersebut akan merupakan lembaga yang independen, maka sudah selayaknya
persiapan dalam mendirikan dan melaksanakan kegiatan pengawasan
dilakukan sejak jauh hari. Dengan demikian maka lembaga tersebut tidak
akan kehilangan waktu dalam mempersiapkan diri melaksanakan tugas
melakukan tugas pengawasan terhadap bank. N

Adapun mengenai Peraturan Pemerintah yang perlu diselaraskan

dengan UU Bank Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1999, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang,
Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan Bank yang berkedudukan
di Luar Negeri. Peraturan Pemerintah lain yang perlu mendapat perhatian
untuk segera diselaraskan dengan Undang-Undang tentang Bank Indonesia
adalah Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah
tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

" Pasal 78 UU No. 23 Tahun 1999 Jo UU No.3 Tahun 2004 menyatakan “ (2) Peraturan
pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan
perundang-undangan lainnya sepanjang belum diperbaharui dan tidak bertentangan
dalam Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku®”,
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bertentang

--mengawaSI bank

peraturan, m

- sudah ehi angan dasar pl_] akannya dan kehilan gan dasar beriakunya, karena: % .
kedua Peraturan Pemermtah ini maSJh berlandaskan Undan;, Undang-

No 13 Tahun 1968

H:rarkl Peraturan Pemndang-undanoan '

Sebelum dicabut oleh Pasal 2 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000
tentang Sumber-Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan,
tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tata urutan
berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang menegaskan
bahwa tata urutan peraturan perundang-undang terdiri dari, Undang-undang
Dasar Republik Indonesia 1945; Ketetapan MPR: Undang-Undang/
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah;
Keputusan Presiden; Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti;
Peraturan Menteri; Instruksi Menteri; dan lain-lainnya.

" Dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Perpu sebagai salah
satu produk- perundang -undangan menurut Pasal 22 UUD 1945
ditempatkan dengan posisi yang setara dan sejajar dengan posisi undang-
undang: Kesetaraan dan kesejajaran tersebut dinyatakan dari penamaan
danbentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Penggunaan Perpu
selalu digunakan dalam keadaan yang memaksa, dimana pemlaiannya
sangat tergantung dengan kepentingan pemerintah untuk menj jalankan satu
kebijakan yang memerlukan satu peraturan setara dengan undang-undang.

Hal ini agak sedikit berbeda dengan Pasal 2 Ketetapan MPR No. lIl/
MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan, yang menyebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-
undangan itu adalah Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; Undang-Undang; Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); Peraturan Pemerintah;
Keputusan Presiden; Peraturan Daerah.
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esklpun kedua Peraturan Pemermtah ini: tldak dapat dikatakan
n"dmgan Pa%al*8’"hu_ruf(‘ UU No: 23 Tahun 19990 Ul
‘No: 3 Tahun 2004, tentang tugas Bank: Indonesia dalam mengatur dan
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L ﬂ«udimmmmmssm l/o! 4. Na er.i ?007 ' :
. Da]am Pasal 2 Ketetapzm MPR No. HI/MPR/”OOO tentang-Sumber
'-_Hukum dan Tata’ Uruian Peraturan. Perundang, -undangan, P

- Pemerintah: Penggantl Undang-Undang. -ditempatkan berada: dlbawah
' undang undanﬂ Dengan lowka seperu am maka secara teorms Peraturan

‘ViPR Namun bila - dalam Leadaan mendesak Pemenfiiah t;dak
menggunakan Perpu_sebagai peng gami undang-undang, . maka Pemenntah
akan dianggap bersalah karena menyimpang dari ketentuan Pasal 22 UuD
1945.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22A UUD4S yang menyatakan | bahwa
ketentuan tentang tata cara pembentui{an undang, -undang diatur dengan
ketentuan undang-undang. Artinya bukan hanya tata cara pembentukan
undang-undang yang diatur dengan undanguundang, tetapz tata umtannyapun
dapat diatur oleh undang-undang. .

-Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 22A UUD 45 telah: dibentuk
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, yaituundang-undang Pembentukan
Peraturan Pemndang-ﬂhdangan‘ Menurut UU No. 10 Tahun 2004, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diundangkan, maka tata
urutan peraturan perundang-undangan ini pun juga sedikit berbeda dengan
tata urutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dalam pasal
Pasal 2 Ketetapan MPR No. [II/MPR/2000. Dalam UU No. 10 Tahun
2004 hirarki peraturan perundang-undangan dinyatakan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang; Peraturan Pemermtah Peraturan
Presiden; Peraturan Daerah.

Jika isi dari Tap MPR No.Ill Tahun 2000 disandingkan dengan Pasal
7 UU No.10 Tahun 2004, maka terlihat bahwa dalam Tap MPR No. 1 ini
kedudukan TAP MPR disebutkan sebagai urutan kedua yang tidak ada
dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004. Dalam Tap MPR No. III Tahun
2000, kedudukan Undang-undang diberi nomor tiga dan lebih tinggi dari
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, sedangkan dalam Pasal
7 UU No. 10 Tahun 2004 kedudukan Undang-Undang disejajarkan dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Dalam Ketetapan MPR No.HI/MPR/2000 ada Keputusan Presiden,
tetapi dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 berubah menjadi Peraturan
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Preszden Denoan demlklan terlihat jelas adanya ketidak konsistenan dalam .
i menyuSun_hlrarki peraturan penmdang-undangan Bahkan bukan hanyatata =+~
- urutannya yang tidak konsisten, tetapi juga penyebutannya sepertl perbedaan

- antara Keputusan Preszden dan Peraturan PreSiden

:'admm1stfa51 negara dan administrasi pemermtahan
"-Daiam Pasal 1 butir 6 UU No. 10 Tahun 2004 dikatakan,

| 3 'oleh Presmlen

Dengan kondisi seperti ini dimana Perpu ditempatkan berada dibawah
UU membawa konsekuensi yuridis adalah bahwa Tap MPR No. HII/MPR/
2000 bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945, karena dalam UU No.10
Tahun 2004 Perpu diberi kedudukan yang setara dengan undang-undang dan
‘mengingat UU No.10 Tahun 2004 adalah sebagai undang-undang yang lahir
karenaperintah dari Pasal 22 UUD 1945.

' "A'gar'si.ipaya tidak timbul problem hukum dalam mensikapi tata urutan
peraturan perundang-undangan ini maka selayaknya kalau tata urutan peraturan
perundang-undangan ini segera diselaraskan.

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7 UU

:._Délam PaSal 3 Ayat 6 Ketetapan MPR No. HI/MPR/ 2000 dmyatakan s

:Kephtusan Premden yang ber51fat mengatur dlbuat o}eh Presidenuntuk - -
enjalankan fung51 dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan_ S

i Peraturan Presuien adalah Peraturan Perundang undangan yang dzbuat_ o

" Ketetapan MPRS
No. XXUMPRS/1966

Ketetapan MPR
No. II/MPR/2000

No. 10 Tahun 2004

Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia 1945

. Undang-Undang Dasar

1545

Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia 1945

Ketetapan MPR

Ketetapan MPR

Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang

Undang-
Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang

. Undang-Undang

Peraturan Pemerinéah

Peraturan Pemerintah

. Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-
Undang (PERPU)

Peraturan Presiden

Keputusan Presiden

. Peraturan Pemeringah

Peraturan Daerah

Peraturan-peraturan
Pelaksanaan lainnya
seperti: Peraturan
Menteri, Instruksi
Menteri, dan lain-lainnya

5. Keputusan Presiden

Peraturan Dacrah
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“Indonesia, ‘karena dalam tata urutan peraturan perundang-

~ sckarang tidak ada lagi Peraturan Menteri atau Instruksi Ment Sebab |

~ samadengan PeraturanMenteri, ©  ©

. “selama ini dalam praktik, Peraturan Bank 'Iﬁ_do_r;esia'keddd;}kanuyé

T Dalam Pasal 1 butir 2, UU No. 10 Tahun 2004 tentang P};;nbemukan

| Pﬁrétg'ran:Pm'm.dang'-undaﬁgan;'yar:ig disebut sebagai “Peraturan Perundang

* " undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negaraatan . S
“pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Kalau ketenfuan ini

dihubungkan dengan Pasal 4 Ayat 3 UU 23 Tahun 1999, mak_a.Pé____r’_';;turan

- dan sanksinya yang ditetapkan termasuk oleh Bank Indonesia sebagai badan

‘'hukum publik mengikat secara umum khususnya bagi perbankan; sebab
Pasal 7.ayat 4 UU No, 10 Tahun 2004 menyatakan, St

~++ “Jenis Peraturan Perundang undangan selain sebagaimana di'rria_ksud

pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum

- mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang undangan

_yanglebih tinggi”, ' ' B

Dengan demikian maka Peraturan Bank Indonesia ini diakui oleh
undang-undang keberadaannya, karena diperintahkan oleh undang-undang
Bank Indonesia, sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Kekuatan
mengikat dari Peraturan Bank Indonesia ini dibuat berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi vaitu undang-undang tentang Bank
Indonesia. Paling tidak dari penjelasan umum dapat dilihat adanya kekuasaan
Bank Indonesia sebagai lembaga mdependen untuk menerbitkan peraturan
sebagaimana dinyatakan,

“... Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau
membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang-
undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia. Den gan
demikian, Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang
independen dapat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan
pemberian sanksi administratif”.

Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga independen yang dapat
dipersamakan kedudukannya dengan kementerian sehingga dapat
menerbitkan peraturan ini sebagaimana dinyatakan oleh wakil Pemerintah
yang diwakili oleh Departemen Kehakiman dalam memberikan penjelasan

80

 menjadi persoalan sekarang adalah tempat dan kedudukan Peraturan Bank




Mense]araskan Undang Undang Bank Senira[ da : Undang-Undang Perbankan:_. o

¥ .pada Rapat Panja ke 2 tanggal 25 Maret I999 bah_wa Bank Indonesxa_. -. ':_ :
sebagai. embaga;n ; gara yang: mdependen sej ajar{dengan Menteridan

peratufan yang dlbuatnyapun sejajar dengan keputusan Menterl Daiam' s

#0leh!] karena ml apab_ﬂ ."BI ini walaupun merupakan satu yang 51fatnya

: Sebagal badan hukum mempunyai  kedudukan dan dapat menjalankan fungsi .
kenegaraan atau pemerintahan sebagaimana daerah otonom. Adapun dalam
kedudukannya sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang
menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas
kewenangannya,'?. sebab menurut Bagir Manan, “Sebagai badan hukum
publik, Bank: Indones:a selain melakukan fungsz publik, tetap dapat
men_;alankan fungm keperdataan bagalmana layaknya daerah otonom dapat
membuat perjanjian atau berbagai hubungan keperdataam’’13 dalam arti bisa
menjadl plha;k Sehingga dengan kedudukan sebaga1 badan hukum ini Bank
Indonesia selain sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan dalam
membuat keputusan, Bank Indonesia juga dapat mempunyai standar dan
pedoman ‘tersendiri dalam memberlkan kemudahan dan memberikan
_ pembatasan dalam lingkup wewenangnya; sepem dalam hal Bundesbank
menurut Stern, .. ifs deszgnatton asan authornjy is aplzcable only to
a very restr:cted extent” 4

- Seperti dikemukakan oleh Elien Kennedy, bank sentral itu bukan
merupakan badan yang oleh konstitusi dianggap sebagai cabang kekuasaan
seperti lembaga legislatif, judikatif atau eksekutif: Dalam kalimatnya Ellen
~ Kennedy dikatakan

't Sekretariat Komisi VIIl, Sekretariat Jenderal DPR RI: 1999, Proses Pembahasan
Rancangan Undang—Undang Republik Indonesia Tentang Bank Indonesia, Buku
IV, Rapat ke 13, tanggai 25 Maret 1999, hal. 79.

2 Penjelasan Pasal 4 ayat ( 3) Ul No. 23 Tahun 1999 jo penjelasan Pasal 4 ayat 3 UU
No.3 Tahan 2004,

13 Prof. Bagir Manan : 2000, Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral,
Monograph, hal. 9.

4 Klaus Stern : 1999, The Note-Issuing Bank within the State Structure, dalam Deutsche
Bundesbank (ed): Fift ifty Years of the Deutsche Mark, Central Bank and the Currency
in Germany since 1948, Oxford University Press, hal. 110.
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~is not a const:tunonal branch ltke the judzcmry, iegzs
-'.execunve ‘the Bundes bank operares in‘constitutive manver. and its

“norm of monetary. stabzlz{y is more Ztke a Constzturzonal przncqvle 23

Namun dengan memperhaﬁk&n tugas Bank Indonesia Sebagalmana B

dmyatakan dalam undang undang Bank: Indonesm ‘maka tugas Bank

":-otenom meskapun ada perbedaan tanggun gjawabnya. dalam melaksanakan

| - fungsi publik dan fungsi keperdataan.'® Ini dapat berarii bahwa kedudukan

- ‘dari Peraturan Bank Indones:a dapat Juga dlse}ajarkan dengan Peraturan
Daerah Otonom L & B . W

Kesmlpulan

Sebagal kemmpulan yang dapat dltamk dar; uraian tersebut diatas,
bahwa sudah saatnya untuk dilakukan penyelarasan terhadap Tata urutan
peraturau perundang undangan yang sesuai dengan ketentuan undang~
undang. Ketidak samaan tata urutan peraturan perundang-undangan ini
potensial akan mendatangkan masalah hukum kalau terjadl kOﬂﬂlk
kepentingan terhadap satu produk hukum,

Penyelarasan peraturan perundang undangan perbankan perlu juga
segera dilakukan, khususnya menyelaraskan keberadaan undang-undang
dan peraturan pemerintah tentang perbankan dengan UU No. 23 Tahun
1999 jo UU No. 3 Tahun 2004, Sebab dengan tidak diseiaraskannya
Undang-undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah tentang perbankan
dengan UU No. 23 Tahun 1999 jo UU No. 3 Tahun 2004, maka undang-
undang atau peraturan pemerintah tersebut sudah kehilangan dasar pijaknya
dan hal ini potensial akan melahirkan perbedaan kepentingan.

'* Ellen Kennedy: 1991, The Bundesbank Germany s Central Bank in the International
Monetary Svstem, The Royal Institute of International Affairs, Pinter Publishers,
hal. 11.

' Prof. Bagir Manan : 2000, op.cit, hal.9.
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